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BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELAT2N

PERATUFAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR $3 TAHUN 2020

TENTANG |

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT |
PENANDATANGANAN NASKAF DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN |
DI LINGKUNGAN PEM.ERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. DLahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
emerintahan, bupati sebagai pejabat pemerir tahan berhak
ruerdelegasilan wewenang dan memberikan mendat kepa.da
pejabat pemerintahan lainnya;

b. bahwa dalam rangka peayederhanaan dan optimalisasi
penandatanganan naskah dinas dalam bideng kepegawaian,
bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan
mandat kerada pejatat pemerintahan yang ditunjuk;

c. bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
calem hurif a dan huruf b, perlu menetapken peraturan
bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Mandat Fenandatanganan Naskah Dinas dalam Bidang
Kepegavaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Oga.n
Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. lUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indtlanesza
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lenibaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4347); .

2. Undang-Undang Noraor 5 Tahun 2014 tenteng Aparatu;'- Sipil
Negara Lerabaran Negara Reoublik Indonesia Tahun|2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repablik Indonesia
Nomor 5494); |

3. Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemc¢rintanan Daerah (Lembarun Negara Republik Indonesia
Takun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah
beberape. kali, terakhir dengun Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tﬂntang Lerubahar Kedua atas Undang-Undang
Normor 23 Tahun 2014 teatang Pemerintahan Daerah
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(:15 Nomor 58,
Tambafrun Lembaran Negara Republik Indonesiu Nomor 5679};
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Peme.intahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoaesia Nomor 5601);

Pereturan Pemnerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan DPemerinteh Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perunuhen Atas Peraturan Pemerintah Normor 18 Tahun 2016
tentang Peraungkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Zeraturan Pererintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamhahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2017 Nomor €037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Noraor 11 Tehun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);

Peraturan Daerah Nomor € Tahun 2016 teniang Pembentukan
Peranpkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
(Lemmbaren Daerahi Kubupaten Ogan Komeriag Ulu Selatan
Tabur 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Perataran Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogar Komering Ulu
Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 ‘entang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Berita Daecrah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana
‘elah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2020 teatang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisas: dan Tata Xerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Kormering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komerir.g Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

3.
4,

10.

11.

Kabuputen adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adaiah pejabat yang mempunyai kewena:gan menetapkan
penpangkatun, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil
Negaya di Instansi Pemerintah sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan.

Pejavat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PB adalah
pejabat vang mempunyai keweiangan melaksanakan proses
Fengangkatan, pemindahan, dan pemberhentizn Aparatur Sipil
Negara cesuni dengan ketertuan peraturan perundang-
uncdangan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Buputi dan Dewan Perwakilan Pakya! Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang se¢lanjutnya disebut
Pegawa’ ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kena yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemeriatahen atau diserani tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangar:.

Kepala Perangkat Dacrah adalah Pimpinan dari Parangkat
Lasrah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Eadan dan/atau
Pejabat Pemerintahaa atau penyelenggara negara lainnya
untux mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam
neryelenggaraan pemecrintahan,

Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dik=luarkan oleh
badan dan/etau Pejabat Pemerintahen dalam penyelenggaraan
pemerintahan,

Tindakan adalah perbuatan Fejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak
rielakukun perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahar.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

e g

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan ta{uggung
jawub can tanggung gugat beralih sepenuhnya xepada
penerima delegasi.

Mandat adalab pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau
Pejubat Pemerintahan yang lebih tinggi kepaca Badan
aan/alau Pejabat Pemerintahan yang lebib rendah dengan
targgung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi
mandat.

Fendelegasian wewenang adalah pelinpahan wewenang secara
penuh keparla pejabat yang ditunjuk untuk meaandatangani
naskah dinas ¢i bidang kepegawaian.

Pemberian mniancat adalah pemberian wewenang kepada
psjabat  yang ditunjuk untuk atas nama bupati
menandatangani naskah dinas di bidang kepzgawaian.

Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai
a'at komunrikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan
cleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam
bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati
dan surat,

Penar.datanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan
stanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan
kewenzngan pada jabatannya.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instans! pemerintah.
Pejabat Piinpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT Pratama atau pejabat yang menduduki jabatan
yang sctara dengan eselon I

Jabatan Administrasi yvang selanjutnya disingkat JA adalah
sekelompok Jabatan yang bersi fungsi can tupgas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administras: peinsrintahan dan
p>mhangunan.

Pejabac Administrator adalah pejabat yang meududuki jabatan
yang setara dengan eselon III.

Feiabat Pengawas adaleh pejebat yang menduduki jabatan
yang setara dengan eselon IV,

Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan
fungsioual umum.

Jabatan Fungsiona' yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yarg berdasarkan pada keahlian
dan ketrampilan tertentu.

Pejabal Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabataa Fungsional pacla instansi pemerintan.

Surat perin‘ch adalah naskah dinas dari atasan yang
ditujukan ‘tepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksane kan pekeijaan tertentu.
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27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pit. Adalah pejabat
yaug ditunjuk uatuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat
Pirapinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, anbaf
Peagawas, Kepula Sel:olah dan Kepala UPTD Puskeenfa.s di
lingkungan Pemerintah Kabupaten karena pejabat definitifnya
berhalar.gan tetap.

Peiaksana Harian yang selanjumnya disingkat Plh. Ada]ah
Pejabat yang diturjuk untuk melaksanakar tugas ru'tm dari
Pzjabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD
Suskesmas  dj lingkungan Pemerintah Kabupaten karena
pejabat definitifnys berhalangan sementara.

{eputusan dan/atau tirdakan yang bersifat strategic adalah
keputusan daa/atau tindakan yang memiliki dampak besar

seperti penctapan perubahan rencana strategis dan rencana
kerja pemerintah.

perubanan struktur Organisasi.
Perubahan statug hukum ke

dan jabatan disebabkan

dibebaskan dar Jjabatan, arauy diberhentikan sementara se i
PNS.

tiduk dapat
melaksanakan tagas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh) hari
héja  karena sedang melakukan ovendidikan  gan
pelatth&n/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau keluar
negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan
p=nting lainnya.
BAB ]
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

pPenyelenggaraan pelayanan

administrasi kepegawaian; dan

b. menertibran penyelenggaraan pelayanan administrasi
kepegawaian,

Tujuan divnday,
landasan huky

Pasal &

gkannya Peruturan Bupati ini ada®

ah memberikan
n dalam pelayanan administrasi k

Spegawaian.
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BAB il
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : '
a. pendelegasian wewenang dan pemberian mandat; dan

b. pemberian mandat PIt, dan Plh,

BAB 1V
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT

Pasal 5

(1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang
kepegawaian, _

(2) Bupati mendelegasikan “ewenar.gan dan rqembenkan mam_:lat
penandatanpganan naskah dinas dalam bidanag kcpe_gawm
sepagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Bentvk dun susunar naskah dinas bidang kepegawaian
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa Keputusan
Bupati dan surat Administrasi Kepegawaian.

Pagsal 7

Pejabat di lingkungan Pemerintan Kabupaten sebagaimana
dimaksud delam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

a. Walil Bupati;

b. Sekretaris Daecrah; dan

c. £epala BI{P5DM.

Pasal 8

(1) Pejabut  yang menerima delegasi wewenang scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat mendelegasikan
kewenangannya lebih lanjut kepada pejebat lain.

(2) Pejabat  vang menerima delegesi wewenang sebagaimana
dimaksud daiam Pugal 5 ayat (2) danvat memberikan mandat
untuk atas namanya menandatangani naskah dinas dalam
bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.

(3) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan pejabat yang menerima delegasi
wewenang.

Pasal 9

Dalam hal pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud

dalar.n. Pasal 5 ayat (2) berhulangan, maka Bupati melaksanakan
¢endiri wewenang yang telah diberikan,
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(1)

(2)

(1)

(2
(3)

(4)
()

(6)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Penandatanganan naskah dinas dari pelixcl;pr:han wewenang

berupa mandat dilaksanakan menggunakan A

a. atl;i nama yang disingkat (a.n.) digunaksn_ j[ka_. pejabat yang
menandatengani Naskah Dinas telah diberi !cuasa oleh
pejabat vaag bertanggung jawab, berdas?:kan bidang tugas
Jan tanggurp; jawab pejabat yang bersangautan;

b untuk behau yang disingkat (u.b.) digunakan ..]lka yang
diberikan kXuasa memberikan kuasa lagi kepada pejgbat satu
tingkat dibawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan
setelah ctas nama (a.n.)

Perandatanganan naskah diras dari pelimpahan wewenang
berura delegasi tanpa menggunakaun atas nama (a.n.) dan atau
untuk beliau (u.b.).

BAB V
PEMBERIAN MANDAT Pit. DAN Plh

Pasal 11

Dalam ha! terjadi kekosongan jabatan atau terdapat pejabat

yang tdak dapat meiaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh)

hari kerja dan untuk pelaksanaan tugas rutin, pejabat pemberi

mandat menunjuk:

a. plt. apabila terdapat pejahat definitif berhalangan tetap;
atiiu

b. pli..  apabila terdapat pejaba:  definitif berhalangan
serientara,

Penunjukan Plt. atau Plh. setagaimana dimaksud pada ayat (1)

raenggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.

Da'am hal terjadi kekosongan jabatan pada lingkup Perangkat

Dacrah, £=pala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati
teniang rencana penunjukan Plt. atay Plh.

°lt. atau Plh. Xepala PD dan Asisten Sekretaris Daerah
citunjux dan ditetapkan oleh Bupati,

Penetapan Pit. atau Plh. yang berstatus sebagai Pejabat
Admiristsator selain Kepala Perangkat Dueran dan Pejabat
Pengawas diberikan mandat kepada Kepala Perangkat Caerah.
Penetapan PIt. atau Flh, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD
Puskesinas diberikan mandat kepada Kepale. Dinas Pendidikan
Katupaten dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 12

Pejabat yang menduduki JPT Pratama, hanya Capat ditugaskanl
sebuaga: Flt. atau Flh. JPT Pratama, kecuali ditentukan lain
dalam peraturan perundang-undangan,

PFjabat yang menduduki Jabatan Administy ator, hanya dapat

. Y i sngawas atau
sedngkat lebth tinggi di lingkungan Pemerintyh Kabupaten
Pcjabat yang menduduki Jabatar, Pelaksana atau Jal;atan
Fungsional, hanya dapat ditugaskun sebagai Plt. atauy Pih.
Jabatan Pengawas.
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Pasal 12

Da'em hal pejabat pemberi mandat tidak menunjuk Pit. Atau Pih,

sebugaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka tugas dan

wewenang:

a. JPT Pratama menjadi tanggungjawab Bupati selaku PPK;

b. Jabatan Administrator yang berstatus sebagai Kepala
Perangiat Daerah menjadi targgungjawab Bupati selaku PPK;

¢. Jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf b menjadi tanggung jawab Kepala PD; dan

d. Jabatin Pengawas menjadi tanggung jawvab Kepala PD.

Pasal 14

Pejabat Plt. atau Plh, tidak berwenang mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan
alokasi anggaran.

Pasal 15

Dalara hal pelal:sanaan wewenang berdasarkan delegasi atau
marnidat mennnbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan
pemerintahan, pejaba: pemberi delegasi wewenang atau pemberi
mandat dapat menurik kerabali wewenang atau mandat yang telah
diberikan padu penerima aelegasi atau penerima mandat.

Pazal 16

Pejabat penerima delegasi wewenang dan/atau penerima mandat
wajib menyampaikan laporen pelaksanaan tugasnya kepada
pemberi delegasi wewenang dan/atau pemberi mandat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Ketentuan lehih lanjut terkait pendelegasian wvewenang dan
pemberian mandat penandatanganan nuskah d‘nas dalam
bidang kepegawaian di lingkungan Pemerinwah Kabupaten
diatur dengan Xeputusen Bupati.

() Pada saat Peraturan Bupati ini mulaj berlaku, semua
peraturan yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang
Fenandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian di
lingkurgan Pemerintah Kabupsaten dicabut dan dinyatakan
vidak be-iaku.
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Pasal 18
Peraturan Bupati ini mula: berlaku pada tanggal diundang«<an.

Agar tetiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupati ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dtetapkan di [duaradua

pada tanggal 2% Desember 2720
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

—p—>

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua

pada tanggal 2% Descmber 2020
SEKRETARIS DAEPAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAV,

i

.~ H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 53
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